
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Meningkatnya volume pembangunan dan perekonomian dari tahun ke 

tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup 

merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya 

pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran bagi 

pemerintah secara berkesinambungan dan Negara akan maju jika pemimpin selalu 

bertindak amanah dan jujur. Meningkatnya peran pemerintah dalam pemecahan 

masalah tersebut berdampak pada meningkatnya dana yang dibutuhkan untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah 

yang lebih mengokohkan lagi pelaksanaan otonomi di daerah Indonesia. Otonomi 

daerah secara formal berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang 

luas, nyata dan bertanggung jawab. Daerah diberi keleluasaan untuk membentuk 

dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat daerah 

tersebut, sehingga otonomi bukan sekedar otonomi pemerintah daerah tetapi 

secara lebih luas juga merupakan otonomi bagi masyarakat daerah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagai pelaksanaan suatu otonomi daerah yang dititikberatkan pada 

Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan dan 

pengalihan pembiayaan. Adapun sumber pembiayaan yang paling penting dalam 
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pembiayaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah memberi keleluasaan kepada 

pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri.   

Menurut Kalla dalam Republika (2014) Negara disebut sehat jika 

pendapatannya lebih besar dibanding pengeluarannya, namun yang terjadi di 

Indonesia selama ini justru sebaliknya. Upaya meningkatkan pendapatan bisa 

dicapai ketika terjadi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah 

pusat bekerja secara sektoral yang dilaksanakan oleh gubernur di setiap daerah. 

Kemajuan di daerah akan sangat bergantung kepada kemajuan sektoral, namun 

kebijakan sektoral tidak akan berjalan jika tidak didorong kemajuan wilayah. 

Masalahnya adalah ketidakseimbangan antar wilayah, tetapi kita punya modal, 

ada potensi kekayaan alam, diuraikan dalam APBN dan APBD, lalu diubah 

menjadi program. Karena itu, daerah diminta untuk memahami bagaimana bentuk 

sinergi yang harus dijalankan bersama pemerintah pusat agar upaya meningkatkan 

pendapatan dapat terealisasi, sehingga tujuan memakmurkan masyarakat bisa 

dicapai. 

Menurut Mizwar dalam Kompas (2017) Sektor pajak masih menjadi 

penyumbang utama pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 

92,28 persen. Pencapaian tersebut tak lepas dari inovasi dalam pelayanan pajak 

daerah, khususnya e-samsat. Ini setara dengan 56,79 persen dari total pendapatan 

daerah provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat hingga kini masih termasuk 

daerah yang memiliki kemandirian keuangan yang cukup tinggi. Kemandirian itu 

terlihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah pada 

tahun 2016 mencapai 61,54 persen atau senilai Rp 17.042 triliun. Adapun dana 
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rasionya sebesar 38,36 persen atau senilai Rp 10.622 triliun. Selebihnya dari lain-

lain pendapatan yang sah sebesar 0,10 persen atau senilai Rp 28.468 miliar. 

Sementara, untuk tahun anggaran 2017 target murni PAD Jabar telah ditetapkan 

sebesar Rp 16,524 triliun atau meningkat sekitar Rp 258 miliar dari target tahun 

lalu. Target PAD itu meliputi pajak daerah sebesar Rp 15,238 triliun atau 92,22 

persen dari PAD yang terdiri dari PKB sebesar Rp 6,140 triliun, BBNKB Rp 

4,478 triliun, PBBKB Rp 2,144 triliun, PAP Rp 55 miliar, dan pajak rokok 

sebesar Rp. 2,420 triliun.  

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan 2012 – 2016 

Gambar 1.1. Grafik Pendapatan Total Daerah Jawa Barat 

Oleh karena itu perlu ada upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan 

Asli Daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dengan cara 

ekstensifikasi dan intensifikasi, maksudnya agar daerah tidak terlalu 

mengandalkan atau menggantungkan harapan pada pemerintah pusat tetapi harus 

mampu mandiri sesuai dengan cita-cita (Halim, 2014; 168).  

Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah ialah belanja 

modal. Dalam belanja modal pemerintah daerah melakukan  pengeluaran yang 

dilakukan untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa 
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fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan 

publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. 

Apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat 

investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya 

sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin 

meningkat. Hal ini sesuai dengan Jaya dan Dwiranda (2014) yang menyatakan 

bahwa apabila belanja modal meningkat maka akan berdampak pada produktivitas 

masyarakat yang semakin meningkat dan bertambahnya jumlah investor yang 

melakukan investasi akan meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

Departemen Keuangan Republik Indonesia (2015) menjelaskan permasalahan 

dalam pengalokasian yang tidak dilakukan dengan efektif, efisien, dan ekonomis 

berimbas pada kualitas pelaporan anggaran dan pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah. Selama ini belanja daerah digunakan untuk belanja rutin yang kurang 

efektif. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal – hal produktif, 

misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Penerimaan pemerintahan 

hendaknya lebih banyak untuk program – program layanan publik. Kedua hal ini 

menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk kepentingan publik. 

Dengan sistem alokasi anggaran yang baik tentu dapat membantu 

mengoptimalkan pembangunan untuk kepentingan publik. 

Menurut Halim (2014; 245) Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan 

sebagai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari 

suatu hasil Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang meliputi anggaran dan 
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realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui 

suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode 

anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan. 
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Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan 2012 – 2016 

Gambar 1.2. Grafik Belanja Modal Daerah Jawa Barat  

Menurut Basri (2002; 1) Pemerintah Daerah yang berhasil menjalankan 

pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dapat 

dilepaskan dari keberhasilan mengelola APBD secara efektif dan efisien. 

Sebaliknya, pengelolaan APBD yang buruk dapat menghambat kinerja Pemda 

dalam peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Persoalan yang 

muncul adalah saat Pemda dihadapkan pada jumlah belanja daerah yang kecil 

tetapi harus menanggung kebutuhan besar. Sementara pada saat bersamaan Pemda 

kurang memiliki kreativitas mengelola APBD, sehingga pemerintah pada jenjang 

di atasnya (pemprov atau pusat) tidak optimal dalam mengelola APBD. Pada saat 

yang bersamaan jumlah pendapatan daerah meningkat (baik dari pendapatan asli 

daerah maupun dana transfer) tetap saja belanja daerah belum mampu secara 

optimal meningkatkan kondisi infrastruktur di daerah tersebut. Hal itu mengingat 

kunci persoalan rendahnya komitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur 
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di daerah melalui belanja modal yang cukup, belum sepenuhnya dimiliki oleh 

pemda. 

Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin adalah orang yang diberi 

amanat oleh Allah SWT untuk memimpin rakyat, yang di akhirat kelak akan 

dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah SWT. Dengan demikian, meskipun 

seorang pemimpin dapat meloloskan diri dari tuntutan rakyatnya, karena 

ketidakadilannya. Misalkan, ia tidak akan mampu meloloskan diri dari tuntutan 

Allah SWT kelak di akhirat. Setiap orang adalah pemimpin dan akan di minta 

pertanggung jawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan 

diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami 

akan di tanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara 

rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. 

Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara 

barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu 

sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) dari hal-hal 

yang dipimpinnya (HR. Bukhori, Muslim). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk mewujudakan 

kinerja keuangan daerah dan pendapatan suatu daerah yang baik tanpa harus 

bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi pembangunan yang merata, 

sistem alokasi anggaran perlu menjadi perhatian agar anggaran yang digunakan 

tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka penelitian ini 

akan diberi judul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan 

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Daerah Provinsi Jawa 
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Barat dan Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam (Studi Penelitian pada 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2016)” 

1.2. Rumusan Masalah  

a. Bagaimana Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Belanja 

Modal Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2016? 

b. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal 

Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2016? 

c. Bagaimana Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli 

Daerah terhadap Belanja Modal Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 

2014-2016? 

d. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah 

terhadap Belanja Modal Daerah Pada Provinsi Jawa Barat ditinjau dari 

sudut pandang Islam? 

1.3. Tujuan Penelitian   

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kinerja Keuangan Daerah 

terhadap Belanja Modal Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2014-

2016. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

terhadap Belanja Modal Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2014-

2016. 

c. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Daerah dan 

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Daerah Provinsi Jawa 

Barat Periode 2014-2016. 
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d. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli 

Daerah terhadap Belanja Modal Daerah Pada Provinsi Jawa Barat 

ditinjau dari sudut pandang Islam. 

1.4.  Manfaat Penelitian  

a.   Bagi Peneliti 

Penelitian ini harapkan dapat bermanfaat khususnya bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi 

yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-

pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.  

b.  Bagi Praktisi 

Untuk melihat pengaruh kinerja keuangan daerah dan pendapatan asli 

daerah terhadap belanja modal daerah dalam melaksanankan tujuan 

organisasinya.  

c. Bagi Pemerintah Daerah 

Untuk Mengetahui sejauh mana pengaruh Kinerja Keuangan Daerah 

dan Pendapatan Asli Daerah dalam memenuhi Belanja Modal Daerah 

di Provinsi Jawa Barat serta sebagai masukan dalam melaksanakan 

kebijakan pembangunan kedepannya. 

 

 


